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BUPATI MADIUN

Caruban, 22 Maret 2021

Kepada:
Yth. 1. Anggota Satgas COVID-19
Kab. Madiun;

2. Kepala Organisasi Perangkat
Daerah;

3. Direktur BUMD dan RSUD;

4. Pimpinan Instansi Vertikal
dan BUMN di Kabupaten
Madiun;

5. Camat se-Kab. Madiun;

6. Lurah/Kepala Desa se-Kab.

Madiun;

7. Pimpinan Perusahaan se-
Kab. Madiun;

8. Masyarakat Kab. Madiun.
di

MADIUN
SURAT EDARAN
NOMOR: 130/\64 /402.011/2021
TENTANG

PERPANJANGAN KETIGA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
BERBASIS MIKRO DAN MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN
UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI KABUPATEN MADIUN

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan
Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan
Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Keputusan
Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/148/KPTS/013/2021 tentang Perpanjangan Ketiga
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan
Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk
Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Di Provinsi Jawa Timur serta
memperhatikan perkembangan penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten
Madiun, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Membatasi tempat kerja/perkantoran dengan menerapkan Work From Home (WFH)
50% (lima puluh persen) dan Work From Office (WFO) 50% (lima puluh persen)
dengan memberlakukan protokol kesehatan lebih ketat.

2. Kegiatan pembelajaran untuk jenjang PAUD, TK, SD/MI, SMP/MTs dilaksanakan
secara daring (online) dan luring (offline) atau tatap muka dengan kapasitas maksimal
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50% (lima puluh persen) bagi semua satuan pendidikan dengan tetap menerapkan

protokol kesehatan secara ketat sesuai dengan SOP yang telah ditentukan.

Penutupan sementara tempat hiburan.

Tempat wisata diizinkan beroperasional dengan kapasitas 50% (lima puluh persen)

dari kapasitas normal dan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Pembatasan jam operasional pasar umum tradisional jam 03.00 WIB s.d 22.00 WIB

dan pasar hewan jam 05.00 WIB s.d. 12.00 WIB dengan tetap memberlakukan

protokol kesehatan secara ketat.

Pembatasan jam operasional toko modern/pusat perbelanjaan sampai dengan jam

22.00 WIB dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan secara ketat.

Kegiatan restoran, warung makan, angkringan, Pedagang Kaki Lima (PKL) berupa

makan/minum ditempat maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas normal

dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan secara ketat dan untuk layanan
pesan-antar / dibawa pulang tetap diijinkan sampai jam 22.00 WIB.

Mengizinkan kegiatan ibadah di rumah ibadah dengan kapasitas maksimal 50% (lima

puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Membatasi kegiatan masyarakat yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan

(hajatan, seremonial resepsi pernikahan, kegiatan sosial dan kebudayaan) dengan

ketentuan:

a. diizinkan pada wilayah yang berzona hijau;

b. kapasitas undangan yang hadir 50 (lima puluh) orang per shift (maksimal 3 shift)
dan dilarang mengundang masyarakat dari wilayah lain yang berada di zona merah;

c. tidak menyediakan jamuan prasmanan;

d. mendapatkan izin dari Satgas COVID-19 Desa/Kelurahan dan Kepolisian Sektor
setempat;

e. menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan ada penanggungjawabnya.

Mengoptimalkan fungsi dan peran Posko Satuan Tugas COVID-19 tingkat kabupaten,

kecamatan dan desal/kelurahan serta mengoptimalkan fungsi Kampung Tangguh

dalam pencegahan, penanganan, pembinaan dan pendukung pelaksanaan
penanganan COVID-19 di tingkat desa/kelurahan.

Kepala Desa/Lurah untuk melakukan zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT

dengan melakukan hal sebagai berikut:

a. Zona Hijau dengan kriteria jika tidak ada kasus COVID-19 di satu RT, maka Kepala
Desa/lLurah melakukan pemantauan kasus secara rutin dan berkala berkoordinasi
dengan Puskesmas setempat;

b. Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) rumah
dengan kasus konfirmasi positif COVID-19 dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari
terakhir, maka Kepala Desa/Lurah harus:
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(1) membantu pelaksanaan kegiatan tracing yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan
atau Puskesmas; dan

(2) melakukan isolasi/karantina terpusat dengan pengawasan ketat yang dibantu
oleh Puskesmas setempat, Babinsa dan Bhabinkamtibmas;

Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh)

rumah dengan kasus konfirmasi positif COVID-19 dalam satu RT selama 7 (tujuh)

hari terakhir, maka Kepala Desa/Lurah harus:

(1) membantu pelaksanaan kegiatan tracing yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan
atau Puskesmas setempat;

(2) melakukan isolasi/karantina terpusat dengan pengawasan ketat yang dibantu
oleh Puskesmas setempat, Babinsa dan Bhabinkamtibmas; dan

(3) menutup rumah ibadah, tempat bermain anak, dan tempat umum lainnya di
lingkungan tersebut dengan tetap memperhatikan kondisi wilayah;

Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 10 (sepuluh) rumah dengan

kasus konfirmasi positif COVID-19 dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir,

maka Kepala Desa/Lurah harus:

(1) membantu pelaksanaan kegiatan tracing yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan
atau Puskesmas setempat;

(2) melakukan isolasi/karantina terpusat dengan pengawasan ketat yang dibantu
oleh Puskesmas setempat, Babinsa dan Bhabinkamtibmas;

(3) menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya;

(4) melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;

(5) membatasi keluar masuk wilayah RT dan sekitarnya maksimal hingga pukul
20.00 WIB; dan

(6) meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT dan sekitarnya yang
menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.

12. One Gate System (Sistem Satu Pintu) diterapkan pada RT/dusun di desa/kelurahan

13.

yang terdapat kasus aktif, dengan ketentuan:

a.
b.

pengawasan terhadap warga yang keluar/masuk wajib memakai masker;

para pelaku ekonomi (pedagang keliling, pekerja, karyawan, dsb) diijinkan masuk
dengan syarat harus memakai masker dan menerapkan protokol kesehatan lainnya;
bagi pendatang/warga yang berasal dari luar Kabupaten Madiun diperbolehkan
masuk dengan menunjukan surat keterangan pemeriksaan Swab PCR/Swab
Antigen dengan hasil negatif;

. RT/dusun di desalkelurahan yang tidak terdapat kasus aktif harus tetap

menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Kepala Desa/Lurah harus melakukan koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat

dalam pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro

mulai dari Ketua RT/RW, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara
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Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban

Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan

Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan Terpadu (Posyandu),

Dasawisma, Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan, dan Karang

Taruna serta relawan lainnya yang ada di desa/kelurahan.

14. Satuan Tugas COVID-19 Kabupaten agar meningkatkan pengawasan, operasi yustisi,
dan penegakan hukum lainnya yang dilaksanakan oleh aparat (TNI, POLRI dan
Satuan Polisi Pamong Praja) sesuai dengan kewenangan dan ketentuan Peraturan
Bupati Madiun Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan
Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona
Virus Disease 2019 Di Kabupaten Madiun.

15. Mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro dilakukan
dengan:

a. Satuan Tugas COVID-19 Desal/Kelurahan melaporkan kegiatan Posko Satuan
Tugas COVID-19 Desa/Kelurahan kepada Satuan Tugas COVID-19 Kecamatan;

b. Satuan Tugas COVID-19 Kecamatan melakukan supervisi terhadap Posko Satuan
Tugas COVID-19 di tingkat desa/kelurahan dan melaporkan kegiatan Posko Satuan
Tugas COVID-19 Kecamatan kepada Satuan Tugas COVID-19 Kabupaten.

16. Dengan adanya surat edaran inii, maka Surat Edaran Bupati Madiun
Nomor:130/146/402.011/2021 tentang Perpanjangan Kedua Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko
Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk
Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Madiun
dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

17. Surat edaran ini berlaku mulai tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal
5 April 2021.

Demikian untuk diperhatjka
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Tembusan Yth:

1. Gubernur Jawa Timur;

2. Ketua DPRD Kab. Madiun;

3. Kapolres Madiun;

4. Kapolres Madiun Kota,

5. Komandan Kodim 0803 Madiun.




